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ABSTRAK

DAMPAK PENEGAKAN KLAIM NINE-DASH LINE TERHADAP
STABILITAS KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN DALAM
PERIODE 2013-2020

OLEH
MUHAMMAD MILANDHIA RASYHID

Penegakan klaim teritorial Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok
memiliki dampak terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Keputusan
Republik Rakyat Tiongkok untuk mengintensifikasi penegakan klaim mereka
pada periode 2013-2020 telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak
kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim Nine-Dash Line di
Laut Tiongkok Selatan terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam
periode 2013-2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk
mendeskripsikan, mengeksplorasi, serta menganalisis dampak penegakan klaim
Nine-Dash Line terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode
2013-2020. Metode analisis data penelitian ini adalah kondensasi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan. Data penelitian didapatkan dari dokumen
kualitatif. Landasan teori penelitian ini adalah konsep Stabilitas Kawasan, dan
teori Dampak Kebijakan Publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penegakan klaim Nine-
Dash Line Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan
memiliki beberapa dampak terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan.
Kebijakan tersebut menyebabkan kemunculan sebuah fenomena distribusi
kekuatan yang relatif stabil di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan berdampak
negatif menyebabkan munculnya ketegangan dan konflik yang mengguncang
stabilitas norma dan institusi di kawasan tersebut. Peneliti juga menemukan
bahwa kebijakan tersebut relatif tidak berdampak terhadap stabilitas politik
domestik serta stabilitas ekonomi dan finansial di kawasan Laut Tiongkok Selatan
dan hanya memiliki kemungkinan kecil untuk menyebabkan sebuah perang besar.

Kata kunci: Nine-Dash Line, Laut Tiongkok Selatan, Dampak Kebijakan Publik,
Stabilitas Kawasan



ABSTRACT

THE IMPACT OF NINE-DASH LINE CLAIM ENFORCEMENT TO THE
STABILITY OF THE SOUTH CHINA SEA REGION IN THE PERIOD
2013-2020

BY
MUHAMMAD MILANDHIA RASYHID

The Nine-Dash Line territorial claim enforcement by the People’s
Republic of China have an impact to the stability of the South China Sea region.
China’s decision to intensify their claim enforcement in the period 2013-2020
have increase tensions in the region. This research’s aim is to describe and
analyze the impact caused by China’s policy to enforce their Nine-Dash Line
claim to the stability of the South China Sea Region in the period 2013-2020. This
research uses qualitative descriptive research method to describe, explore, and
analyze the impact of Nine-Dash Line claim enforcement to the stability of the
South China Sea region in the period 2013-2020. This research’s data analysis
method is data condensation, data presentation and conclusion. Research data is
collected from qualitative documents. The theoretical basis of this research is the
concept of Regional Stability and the theory of Public Policy Impact. The
research’s result shows that China’s Nine-Dash Line claim enforcement policy in
the South China Sea region have some impact on regional stability in the South
China Sea. The policy caused the emergence of a relatively stable power
distribution phenomenon in the South China Sea region and a negative impact that
caused the emergence of tensions and conflict that shake the stability of norms
and institution in that region. The researcher also found that the policy relatively
does not have an impact to domestic political stability and economic and financial
stability in the South China Sea region and only have a small chance of causing a
war to erupt in that region.

Key words: Nine-Dash Line, South China Sea, Public Policy Impact, Regional
Stability
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semenjak tahun 2013, banyak pihak yang memperhatikan perkembangan-
perkembangan yang terjadi di suatu perairan di kawasan Asia Tenggara. Perairan
ini kini menjadi tempat dimana Brunei Darussalam, Republik Rakyat Tiongkok,
Malaysia, Filipina dan Vietnam saling berusaha untuk menegakkan klaim dan
hak-hak mereka di perairan tersebut. Perairan ini adalah Laut Tiongkok Selatan.
Laut Tiongkok Selatan merupakan sebuah perairan dengan luas area sebesar 3.5
juta km persegi. Laut Tiongkok Selatan memiliki lebih dari 250 pulau-pulau kecil,
atol, pulau karang, dangkalan, terumbu karang dan tumbukan pasir, yang sebagian
besar tidak dihuni dan pada umumnya berada di bawah air saat gelombang tinggi
dan bahkan tenggelam secara permanen. Laut Tiongkok Selatan merupakan salah
satu wilayah perairan yang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi di dunia.
Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah transit perdagangan dengan nilai
perdagangan sebesar hampir $4 triliun tiap tahunnya. Nilai tersebut merupakan
hampir sepertiga nilai total perdagangan maritim dunia. Tidak hanya itu, Laut
Tiongkok Selatan diperkirakan memiliki persediaan minyak dan gas bumi dengan
nilai sebesar $2.6 triliun.! Laut Tiongkok Selatan juga merupakan tempat dimana
hampir 12% dari total ikan tangkapan dunia berasal pada tahun 2015.2

L R. Stilwell, David. (2020). The South China Sea, Southeast Asia’s Patrimony, and Everybody’s
Own Backyard. Di U.S. Embassy & Consulates in Indonesia. Diakses dari
https://id.usembassy.gov/the-south-china-sea-southeast-asias-patrimony-and-everybodys-own-
backyard/

2 B. Poling, Gregory. (2019). Illuminating the South China Sea’s Dark Fishing Fleets .Di
Stephenson Ocean Security Project. Diakses dari https://ocean.csis.org/spotlights/illuminating-the-
south-china-seas-dark-fishing-fleets/



Posisinya yang sangat strategis sebagai penghubung raksasa-raksasa
ekonomi dunia seperti Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok dengan kawasan
Eropa, Timur Tengah dan Afrika dan kekayaan-kekayaan yang berada di dalam
Laut Tiongkok Selatan menjadi sebuah wilayah yang amat menggiurkan bagi
negara-negara yang memiliki klaim di perairan tersebut. Posisi dan kekayaan Laut
Tiongkok Selatan juga menyebabkan Laut Tiongkok Selatan menjadi sebuah
daerah yang kestabilannya harus terus dijaga untuk memastikan pertumbuhan

ekonomi dunia yang berkelanjutan.

Kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan perairan yang dipenuhi
dengan klaim wilayah perairan negara yang saling bersilangan. Sebagian besar
klaim-klaim wilayah tersebut mengikuti peraturan dan ketentuan United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) seperti Zona Ekonomi Ekslusif
(ZEE), Laut Teritorial dan Batas Landas Kontinen. UNCLOS merupakan sebuah
traktat internasional yang berperan sebagai kerangka kerja hukum kelautan
internasional yang mulai ditandatangani pada tahun 1982 dan berlaku penuh pada
tahun 1994. Semenjak tahun 1994, UNCLOS telah berfungsi sebagai dasar hukum
kelautan yang juga menyangkut klaim wilayah kelautan sebuah negara. Negara-
negara pengklaim kawasan Laut Tiongkok Selatan mengikuti UNCLOS dalam
mengklaim wilayah kelautan mereka dengan satu pengecualian, yakni Republik
Rakyat Tiongkok yang mengklaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan atas dasar

klaim sejarah melalui klaim Nine-Dash Line.

Klaim Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Laut
Tiongkok Selatan merupakan sebuah klaim wilayah dengan sejarah yang cukup
panjang di kawasan tersebut. Klaim Nine-Dash Line muncul pada tahun 1947
dalam bentuk Eleven-Dash Line yang digunakan oleh pemerintah Republik
Tiongkok untuk mengklaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Kesuksesan
Republik Rakyat Tiongkok yang memukul mundur Republik Tiongkok ke Taiwan
dalam Perang Sipil Tiongkok menyebabkan Republik Rakyat Tiongkok untuk
mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya negara
Tiongkok yang sah di dunia. Melalui deklarasi tersebut, Republik Rakyat

Tiongkok pun kemudian mengklaim wilayah kelautan di Laut Tiongkok Selatan



melalui klaim Eleven-Dash Line yang juga digunakan oleh Republik Tiongkok.
Klaim Eleven-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok kemudian berkembang
menjadi klaim Nine-Dash Line setelah pemerintah Republik Rakyat Tiongkok
memutuskan untuk menghilangkan dua garis putus-putus setelah perjanjian

Republik Rakyat Tiongkok dengan Vietnam mengenai batas wilayah kedua

negara di Teluk Tonkin pada tahun 1952.3

————— The maximum extent of China's island claims & .
————— UNCLOS 200 nautical mile Exclusive Economic Zone
@ Disputed islands (separate from UNCLOS) 5

Gambar 1.1. Klaim Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok

Klaim Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok tidak memiliki dasar
dari UNCLOS. Hal ini menyebabkan klaim Nine-Dash Line tidak mengikuti
peraturan UNCLOS dimana Republik Rakyat Tiongkok mengklaim sebagian
besar kawasan Laut Tiongkok Selatan yang mengakibatkan klaim wilayah
Republik Rakyat Tiongkok berselisihan dengan klaim beberapa negara di
kawasan tersebut seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam

yang mengikuti peraturan UNCLOS.

3 Kaplan, R. D. (2014). Asia's Cauldron The South China Sea and the End of a Stable Pacific.
New York: Random House. Hal.144



Beberapa perkembangan keadaan penegakan klaim wilayah negara-negara
di wilayah Laut Tiongkok Selatan kini berpotensi untuk mengganggu kestabilan
di Laut Tiongkok Selatan. Pada 6 Mei 2009, Malaysia dan Vietnam bersama-sama
mengirim sebuah Joint Submission ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB
mengenai batas terluar landasan kontinen mereka di luar 200 Mil Laut. Republik
Rakyat Tiongkok kemudian memprotes Joint Submission Malaysia dan Vietnam
tersebut dengan menyatakan bahwa Joint Submission tersebut melanggar
kedaulatan, hak dan jurisdiksi Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok
Selatan sesuai dengan klaim Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok.
Kejadian ini bisa dibilang sebagai saat dimana Republik Rakyat Tiongkok kini
mulai berusaha untuk memastikan klaim Nine-Dash Line mereka ditegakkan di

kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Keadaan di Laut Tiongkok Selatan kemudian dipenuhi dengan kejadian-
kejadian dan insiden dimana negara-negara yang memiliki klaim di Laut
Tiongkok Selatan berusaha untuk memastikan klaim mereka bisa ditegakkan di
Laut Tiongkok Selatan. Pengerahan kapal-kapal di wilayah-wilayah yang
disengketakan, penegakan hukum maritim untuk memperkuat klaim wilayah, dan
pengubahan nama Laut Tiongkok Selatan ke nama lain merupakan beberapa hal
yang telah terjadi di Laut Tiongkok Selatan semenjak Joint Submission Malaysia
dan Vietnam pada tahun 20009.

Pada tahun 2013, Filipina memulai sebuah kasus arbitrasi internasional di
bawah UNCLOS atas klaim kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok terhadap
kepulauan Spratly dan dangkalan Scarborough yang berasal dari perselisihan yang
terjadi antara kedua negara pada April 2012. Republik Rakyat Tiongkok menolak
proses tersebut, yang kemudian memaksa pengadilan dan arbitrasinya untuk
berlanjut tanpa partisipasi Republik Rakyat Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok
kemudian melakukan reklamasi di kepulauan Spratly dan mulai memiliterisasi

wilayah yang mereka kendalikan di Laut Tiongkok Selatan.

Pada Juli 2016, Mahkamah Arbitrase Antarbangsa di Den Haag
mengeluarkan keputusan yang mendukung Filipina atas kasus yang mereka buka
di tahun 2013 melawan Republik Rakyat Tiongkok. Mahkamah Arbitrase



Antarbangsa memutuskan bahwa klaim hak historis Republik Rakyat Tiongkok
terhadap sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan dalam klaim Nine-Dash
Line Republik Rakyat Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional.
Mahkamah Arbitrase Antarbangsa juga memutuskan bahwa tidak ada fitur-fitur
tanah yang memenuhi persyaratan di bawah UNCLOS untuk menghasilkan
sebuah zona ekonomi eksklusif dengan luas 200 Mil Laut untuk Tiongkok. Hal ini
dikarenakan sebagian besar fitur tersebut merupakan hasil dari reklamasi tanah
RRT yang ekstensif. Mahkamah Arbitrase Antarbangsa menyatakan bahwa RRT
melanggar kewajiban mereka sebagai anggota UNCLOS dengan pernyataan
bahwa kegiatan pembangunan pulau RRT merusak lingkungan laut dan tindakan-
tindakan tidak aman kapal-kapal RRT meningkatkan resiko navigasi.
Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa mereka
‘tidak menerima atau mengakui’ keputusan Mahkamah Arbitrase Antarbangsa

tersebut.

Semenjak penolakan mereka terhadap keputusan Mahkamah Arbitrase
Antarbangsa mengenai Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok terus
melanjutkan kegiatan-kegiatan mereka di Laut Tiongkok Selatan seperti
mengerahkan kapal-kapal ke perairan negara-negara lain yang juga mengklaim
wilayah di Laut Tiongkok Selatan dan melanjutkan reklamasi serta militerisasi
pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan. Kegiatan-kegiatan tersebut pun
meningkatkan ketegangan yang ada di wilayah Laut Tiongkok Selatan yang
berpotensi memicu konflik antara negara-negara yang mengklaim wilayah di
kawasan Laut Tiongkok Selatan. Republik Rakyat Tiongkok dan Republik
Tiongkok, terutama Republik Rakyat Tiongkok, mengklaim sebagian besar
wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah perairan mereka melalui
klaim Nine-Dash Line yang bertentangan dengan hukum-hukum internasional
yang berlaku sesuai dengan UNCLOS. Fakta ini mengkhawatirkan dikarenakan
Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu negara yang telah
menandatangani UNCLOS.

Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk tidak mengikuti keputusan
Mahkamah Arbitrase Antarbangsa mengenai keabsahan klaimnya di Laut



Tiongkok Selatan dan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk memiliterisasi
berbagai pulau alami dan buatan di Laut Tiongkok Selatan merupakan hal yang
dapat merubah stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Keputusan Republik
Rakyat Tiongkok untuk membangun dan memperbesar berbagai pulau yang
kemudian diubah menjadi instalasi militer di Laut Tiongkok Selatan semenjak
tahun 2013 merupakan sebuah keputusan yang meningkatkan kekuatan militer
Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan.*

Semenjak tahun 2013, Republik Rakyat Tiongkok, di bawah
kepemimpinan Xi Jinping, merubah pendekatan mereka terkait Laut Tiongkok
Selatan dengan menjadikan Laut Tiongkok Selatan sebagai “kepentingan nasional
inti” yang mendorong mereka untuk menggunakan kebijakan yang lebih tegas dari
sebelumnya demi menegakkan klaim mereka di Laut Tiongkok Selatan. ®
Pendekatan tersebut masih digunakan hingga tahun 2020. Dikarenakan hal-hal
diatas, dampak klaim Nine-Dash Line terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok
Selatan dalam Periode 2013-2020 merupakan sebuah isu yang patut diteliti secara

mendalam.

1.2. Rumusan Masalah

Klaim Nine-dash Line Republik Rakyat Tiongkok dalam bentuk
modernnya merupakan sebuah klaim sudah diadopsi pemerintah Republik Rakyat
Tiongkok semenjak tahun 1952. Meskipun begitu, Republik Rakyat Tiongkok
tidak berusaha keras untuk menegakkan klaim mereka di kawasan Laut Tiongkok
Selatan hingga tahun 2013. Di bawah pemerintahan Xi Jinping, Republik Rakyat
Tiongkok merubah pendekatan mereka terkait Laut Tiongkok Selatan menjadi

lebih agresif dari sebelumnya. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk

4 CSIS. (2021). China Island Tracker. Di Asia Maritime Transparency Initiative. Diakses dari
https://amti.csis.org/island-tracker/china/

5 C. Sinaga, Lidya. (2015). China’s Assertive Foreign Policy in South China Sea

under Xi Jinping: Its Impact on United States and

Australian Foreign Policy. Journal of ASEAN Studies, 3(2), 133-149. Diakses dari
https://media.neliti.com/media/publications/27009-EN-chinas-assertive-foreign-policy-in-south-
china-sea-under-xi-jinping-its-impact-o.pdf



membangun dan memperbesar berbagai pulau yang kemudian diubah menjadi
instalasi militer di Laut Tiongkok Selatan dan mengerahkan kapal-kapal ke
perairan negara-negara lain yang juga mengklaim wilayah di Laut Tiongkok
Selatan semenjak tahun 2013 merupakan sebuah keputusan yang meningkatkan
kekuatan militer Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan.’
Berdasarkan hasil pemaparan diatas sebelumnya, maka penulis merumuskan

pertanyaan penelitian yaitu:

Bagaimanakah dampak kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan
klaim Nine-Dash Line di Laut Tiongkok Selatan terhadap Stabilitas Kawasan Laut
Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk membahas dan menjawab hal-hal sebagai
berikut:

1. Mendeskripsikan dampak kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk
menegakkan klaim Nine-Dash Line di Laut Tiongkok Selatan terhadap
Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020.

2. Menganalisis dampak kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk
menegakkan klaim Nine-Dash Line di Laut Tiongkok Selatan terhadap
Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020.

® Ibid.



1.4. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat ikut memperkuat teori
Dampak Kebijakan Publik serta konsep Stabilitas Kawasan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan
wawasan kepada para praktisi hubungan internasional mengenai dampak
kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim Nine-
Dash Line di Laut Tiongkok Selatan terhadap Stabilitas Kawasan Laut
Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mendeskripsikan dampak
kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim Nine-Dash
Line di Laut Tiongkok Selatan terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok
Selatan dalam periode 2013-2020.

2. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menganalisis dampak dari
kebijakan penegakan klaim Nine-Dash Line Republik Rakyat
Tiongkok terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam
periode 2013-2020.

3. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan yang digunakan
oleh negara-negara pengklaim Laut Tiongkok Selatan dalam pertimbangan
mereka untuk menyelesaikan berbagai persengketaan di kawasan ini tanpa

mengubah stabilitas kawasan secara negatif.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menjelaskan tentang klaim Nine-Dash Line Republik
Rakyat Tiongkok dan dampak kebijakan untuk menegakkan klaim tersebut
terhadap kawasan di sekitar Laut Tiongkok Selatan, sudah banyak dilakukan.
Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut memiliki
tema yang sama, yakni mengenai klaim Nine-Dash Line dan dampak kebijakan
untuk menegakkan klaim tersebut terhadap kawasan di sekitar Laut Tiongkok

Selatan. Pada bagian ini, peneliti berupaya mereviu enam sumber.

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Sigfrido Burgos Céaceres,
terkait dengan kepentingan strategis Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok
Selatan yang tertulis dalam buku China’s Strategic Interest in the South China
Sea Power and Resources. Penelitian ini menyatakan bahwa kepentingan strategis
Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dapat disederhanakan
sebagai proyeksi kekuatan dan keamanan sumber daya. Pemerintah Republik
Rakyat Tiongkok bertujuan untuk memproyeksikan kekuatan militer di dalam
lingkup pengaruhnya untuk meminimalisir pengaruh Amerika Serikat di kawasan
Laut Tiongkok Selatan, mempromosikan perdagangan kawasan dengan sebuah
penyertaan kondisi, preferensi dan persyaratan dari Tiongkok yang cukup dan
untuk mengukur reaksi-reaksi negara-negara tetangga dan negara-negara kuat

lama terhadap inisiatif Tiongkok di lingkungan terdekat Tiongkok.

Republik Rakyat Tiongkok memiliki kepentingan untuk mengamankan

sumber daya di Laut Tiongkok Selatan tidak hanya untuk penggunaan internal
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namun juga untuk mendapatkan pendapatan dari ekspor dan berhubungan dengan
hal-hal sebelumnya, Tiongkok ingin mengendalikan dan melindungi jalur-jalur
laut perdagangan kritis yang penting untuk transportasi impor-impor dan ekspor-

ekspornya.’

Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh Richard Q. Turcsa nyi, terkait
faktor pendorong ketegasan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok di Laut
Tiongkok Selatan dalam buku Chinese Assertiveness in the South China Sea
Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy. Penelitian ini
menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan tegas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan
menjadi mungkin dilakukan dikarenakan power yang telah didapatkan Republik
Rakyat Tiongkok dari tahun-tahun dan dekade-dekade sebelumya. Keputusan
Tiongkok untuk bereaksi tegas diduga Richard Q. Turcsa'nyi didorong oleh
persepsi yang agak meningkat akan kekuatan Tiongkok dan nasionalisme tingkat

tinggi Tiongkok.®

Ketiga, penelitian yang telah dilakukan oleh Wu Shicun, terkait penerapan
kebijakan Republik Rakyat Tiongkok dalam penyelesaian sengketa di Laut
Tiongkok Selatan dalam buku Solving Disputes for Regional Cooperation and
Development in the South China Sea A Chinese perspective. Penelitian ini
menyatakan bahwa terdapat usaha untuk menstabilkan perselisihan di Laut
Tiongkok Selatan yang sudah berlangsung lama seperti adopsi ASEAN-China
Declaration on the Conduct of Parties in the SCS oleh negara-negara ASEAN dan
Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2002. Beliau juga mendeskripsikan
kejadian-kejadian yang terjadi setelah adopsi ASEAN-China Declaration on the
Conduct of Parties in the SCS yang menimbulkan ketegangan di Laut Tiongkok
Selatan.®

Keempat, penelitian yang telah dilakukan oleh Bill Hayton, terkait
penerapan faktor pendorong politik internal Republik Rakyat Tiongkok dalam

7 Céceres, S.B. (2013). China's Strategic Interests in the South China Sea Power and Resources.
Oxon: Routledge. hal.140-141

8 Turcsa'nyi, R.Q. (2018). Chinese Assertiveness in the South China Sea Power Sources, Domestic
Politics, and Reactive Foreign Policy. Cham: Springer International Publishing. Hal.173-174

® Shicun, W. (2013). Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South
China Sea. A Chinese Perspective. Cambridge: Chandos Publishing. Hal. 166-167
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penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan dalam buku The South China Sea
The Struggle for Power in Asia. Penelitian ini menyatakan bahwa klaim Nine-
Dash Line kini telah menjadi sebuah agama sekuler, sebuah mitos yang berasal
dari transisi Tiongkok yang membingungkan dari kekaisaran ke republik yang
akan sulit di hilangkan. Bill Hayton menyatakan bahwa terdapat beberapa dalam
kepemimpinan Tiongkok yang ingin mengubah persyaratan sengketa dan
mencapai sebuah akomodasi berdasarkan prinsip-prinsip UNCLOS. Namun
terdapat lobi yang lebih kuat yang, dengan alasan prestise atau keuntungan,
bersikeras dengan klaim maksimalis. Kepentingan domestik ini, terutama militer,
perusahaan minyak dan beberapa provinsi pesisir, mengejar tindakan yang
mengancam keamanan makanan, energi dan politik Asia Tenggara.
Kepemimpinan Tiongkok paham bahwa mereka hanya akan kalah dalam sebuah
konflik bersenjata, namun mereka melihat semua hal kecuali perang sebagai alat
politik yang berguna. Beliau percaya bahwa dalam beberapa kesempatan di
beberapa dekade ke depan, konfrontasi tingkat rendah akan meningkat ke periode

krisis diplomasi dan militer dan bahkan sebuah konfrontasi negara superpower.°

Kelima, penelitian yang telah dilakukan oleh Robert D. Kaplan, terkait
Penerapan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok sebagai sebuah Rising Power
Asia dalam buku 4sia’s Cauldron The South China Sea and The End of a Stable
Pacific. Penelitian ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Republik
Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menyerupai tindakan Amerika Serikat
di pada abad 19 hingga 20. Menurut Nicholas J. Spykman, Amerika Serikat
menjadi sebuah negara besar setelah mereka mengambil kendali laut Karibia Raya.
Hal ini serupa dengan yang dilakukan Republik Rakyat Tiongkok di Laut
Tiongkok Selatan.

Dominasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan akan membuka jalan untuk
pengaruh laut dan udara Tiongkok di seluruh pinggiran Eurasia yang bisa dilayari
yakni Samudera Hindia dan Pasifik. Hal tersebut akan memungkinkan Tiongkok
menjadi sebuah hegemon kawasan Indo-Pasifik. Meskipun hal tersebut tidak akan
membuat Tiongkok mendominasi Belahan Bumi Timur seperti Amerika Serikat

10 Hayton, B. (2014). The South China Sea The Struggle for Power in Asia. Padstow: Yale
University Press. Hal. 271-273
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mendominasi Belahan Bumi Barat, dominasi tersebut akan sangat membantu
Tiongkok menjadi lebih dari negara yang pertama diantara yang sederajat di
Belahan Bumi Timur dengan energi politik dan ekonomi cadangan untuk
mempengaruhi lebih lanjut negara-negara di Belahan Bumi Barat. Laut Tiongkok
Selatan saat ini adalah sebuah simpul utama dari politik kekuatan global yang
penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan di seluruh dunia.*

Keenam, penelitian yang telah dilakukan oleh Zhiguo Gao and Bing Bing
Jia, terkait sejarah klaim Nine-Dash Line di Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini
mendeskripsikan sejarah dari klaim Nine-Dash Line itu sendiri dan bahwa
Republik Rakyat Tiongkok bergantung berat pada sejarahnya yang panjang untuk
membenarkan gelarnya ke kedaulatan teritorial dan yurisdiksi maritim di Laut
Tiongkok Selatan, negara pengklaim lain menggunakan dan menekankan hak
mereka di bawah UNCLOS. Mereka berpendapat bahwa untuk menemukan solusi,
negara-negara pengklaim tak dapat kabur dari keperluan untuk menemukan
keseimbangan yang cermat antara sejarah dan kenyaatan saat ini dalam mencapai
sebuah akomodasi di laut Tiongkok Selatan.!?

Berdasarkan keenam penelitian terdahulu yang telah disajikan diatas,
dapat dilihat bahwa pada umumnya penelitian-penelitian sebelumnya
memfokuskan penelitian kepada kebijakan Republik Rakyat Tiongkok terkait
klaim Nine-Dash Line-nya sebagai sebuah Rising Power di kawasan Asia. Namun,
satu literatur membahas tentang kebijakan Republik Rakyat Tiongkok dalam
penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Keenam literatur yang direviu
diatas memiliki beberapa kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

peneliti dalam skripsi ini, namun juga terdapat perbedaan.

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini akan berfokus kepada
dampak penegakan klaim Nine-Dash Line terhadap stabilitas kawasan Laut
Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020, yang sejauh ini belum dilakukan

11 Kaplan, R. D. (2014). Asia's Cauldron The South China Sea and the End of a Stable Pacific.
New York: Random House. Hal.54-56

12 Gao, Z. and Jia, B.B. (2013). The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and
Implications. The American Journal of International Law, 107 (1), 98-124. Doi:
10.5305_amerjintelaw.107.1.0098. Hal.123-124



secara khusus oleh para peneliti terdahulu.
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Untuk mempermudah dalam

mengetahui komparasi dari penelitian terdahulu dan penelitian ini, berikut adalah
tabel yang membandingkan topik penelitian, objek penelitian, metode penelitian,

teori dan konsep, perbedaan penelitian serta hasil penelitian yang disajikan dalam

Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian Topik Objek Metode Teori/ Perbedaan Hasil
Terdahulu Penelitian Penelitian Penelitian Konsep Penelitian Penelitian
Sigfrido Kepentinga Penerapan Kualitatif | Kepentinga Fokus Kepentinga
Burgos n Strategis Kepentingan n penelitian n strategis
Céceres Republik Republik Strategis pada RRT adalah
(2013) Rakyat Rakyat kepentingan untuk
Tiongkok di | Tiongkok di strategis meningkatk
Laut Laut beberapa an pengaruh
Tiongkok Tiongkok pihak dalam mereka di
Selatan Selatan sengketa di Laut
Laut Tiongkok
Tiongkok Selatan
Selatan
Richard Q. Ketegasan Penerapan Kualitatif | Geostrategi Fokus Keputusan
Turcsa'nyi | Tiongkok di faktor dan penelitian RRT untuk
(2018) Laut pendorong Geopolitik pada bereaksi
Tiongkok kebijakan geostrategi tegas
Selatan tegas dan didorong
Sumber Republik geopolitik oleh
Energi, Rakyat satu pihak persepsi
Politik Tiongkok di dalam yang
Domestik Laut sengketa di meningkat
dan Tiongkok Laut akan
Kebijakan Selatan Tiongkok kekuatan
Luar Negeri Selatan Tiongkok
Reaktif serta
nasionalism
e tinggi
RRT
Wu Shicun Perspektif Penerapan Kualitatif Diplomasi Fokus Terdapat
(2013) Tiongkok Kebijakan penelitian usaha untuk
dalam Republik pada satu menstabilka
Penyelesaia Rakyat perspektif n sengketa
n Tiongkok pihak dalam di Laut
Sengketa dalam sengketa di Tiongkok
demi Penyelesaian Laut Selatan
Kerjasama Sengketa di Tiongkok yang sudah
Kawasan Laut Selatan berjalan
dan Tiongkok lama
Perkembang Selatan
an di Laut
Tiongkok
Selatan
Bill Hayton Perebutan Penerapan Kualitatif | Kepentinga Fokus Bill Hayton
(2014) Kekuasaan faktor n Nasional penelitian percaya
di Asia dan pendorong pada bahwa
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Laut politik kepentingan dalam
Tiongkok internal nasional beberapa
Selatan Republik beberapa dekade ke
Rakyat pihak dalam depan,
Tiongkok sengketa di konfrontasi
dalam Laut tingkat
Penyelesaian Tiongkok rendah akan
Sengketa di Selatan meningkat
Laut ke periode
Tiongkok krisis
Selatan diplomasi
dan militer
dan bahkan
sebuah
konfrontasi
militer
Robert D. Laut Penerapan Kualitatif Rising Fokus Laut
Kaplan Tiongkok kebijakan Power penelitian Tiongkok
(2014) Selatan Republik pada Selatan saat
Sebagai Rakyat kebijakan ini adalah
Kuali Asia Tiongkok Republik sebuah
dan Akhir sebagai Rakyat simpul
Sebuah sebuah Rising Tiongkok utama dari
Pasifik yang Power Asia sebagai politik
Stabil sebuah kekuatan
Rising global yang
Power Asia penting
untuk
menjaga
keseimbang
an kekuatan
di seluruh
dunia
Zhiguo Gao | Nine-Dash | Sejarah klaim | Kualitatif | Kedaulatan Fokus Republik
and Bing Line di Laut Nine-Dash penelitian Rakyat
Bing Jia Tiongkok Line di Laut pada klaim Tiongkok
(2013) Selatan: Tiongkok Nine-Dash bergantung
Sejarah, Selatan Line berat pada
Status, and sejarahnya
Implikasi yang
panjang
untuk
membenark
an gelarnya
ke
kedaulatan
teritorial
dan
yurisdiksi
maritim di
Laut
Tiongkok
Selatan

Sumber: Penelitian terdahulu dengan pengolahan penulis
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2.2. Landasan Teori

Landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah, konsep
Stabilitas Kawasan (Regional Stability), dan teori Dampak Kebijakan
Publik (Public Policy Impact).

2.2.1. Konsep Stabilitas Kawasan (Regional Stability)

Robert Ayson berpendapat bahwa sebuah sistem dapat disebut
stabil apabila sistem tersebut memiliki kecenderungan menuju sebuah
ekuilibrium — kapasitas sebuah sistem untuk bertemu ke sebuah posisi
tertentu dari awalnya. Tetapi dikarenakan kondisi yang menghadapi
sebuah sistem dapat berubah dengan sangat signifikan, sebuah sistem
yang benar-benar stabil adalah sebuah sistem yang dapat menemukan
sebuah ekuilibrium baru yang dapat dijadikan dasar operasi sebuah sistem

tersebut.®

Robert Ayson menyatakan bahwa stabilitas dapat dipahami melalui
dua faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah stabilitas
merupakan sebuah pengukur kecenderungan menuju ekuilibrium dari
sebuah sistem yang memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan dan
saling bergantung. Faktor kedua adalah stabilitas pada umumnya
menyiratkan sebuah penghindaran dari bahaya besar yang merupakan
sebuah cerminan dari konsekuensi negatif dari ketidakstabilan yang harus
dihindari. Stabilitas adalah tentang suatu kondisi dan juga tentang

konsekuensi apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi.t*

Mengenai faktor pertama, sebuah sistem dapat disebut stabil saat

sistem tersebut bisa meraih dan memelihara sebuah posisi ekuilibrium baik

13 Ayson, R. (2005). Regional Stability in the Asia-Pacific: Towards a Conceptual
Understanding. Asian Security, 1(2). 190-213. DOI: 10.1080/14799850490961080
14 Ibid. Hal. 192
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merupakan suatu jenis keseimbangan, tawar-menawar, tempat istirahat,
pola perilaku atau pengaturan organisasi. Beberapa pendekatan stabilitas
hampir seluruhnya fokus kepada pemeliharaan ekuilibrium. Namun agar
bisa benar-benar menjadi stabil, sebuah ekuilibrium harus dapat menahan
guncangan dan perubahan eksternal. Saat sebuah ekuilibrium menjadi
stabil sesuai dengan tuntutan diatas, ada keperluan untuk menekankan
pembentukan awal ekuilibrium tersebut yakni kemampuan sebuah sistem
untuk berkumpul ke posisi tertentu. Hal ini penting dikarenakan banyak
aspek lingkungan keamanan Asia-Pasifik yang bersifat dinamik dan
Robert Ayson berpendapat bahwa stabilitas dapat berupa sistem statik dan
dinamik.™® Faktor kedua dari stabilitas adalah gagasan untuk menghindari
bahaya. Dalam sebagian besar kasus, ekuilibrium sistem yang stabil adalah
situasi-situasi yang positif yang diinginkan terjadi. Mereka dianggap layak
diperoleh dan dijaga dikarenakan biaya yang dikeluarkan apabila

ekuilibrium tersebut tidak bisa dicapai atau hilang jauh lebih tinggi.*®

Kedua elemen umum stabilitas tersebut dicerminkan dalam
formulasi Kenneth Waltz bahwa “Stabilitas dapat diukur melalui
kedamaian penyesuaian dalam sistem internasional dan dari daya tahan
sistem itu sendiri.” 1’ Terdapat dua cara dimana daya tahan dapat
berhubungan dengan ekuilibrium dan penghindaran bahaya. Daya tahan
tersebut dapat berupa daya tahan sebuah ekuilibrium tertentu seperti
sebuah keseimbangan kekuatan antara dua negara atau lebih yang spesifik
atau sebuah sistem pemerintah tertentu atau bahkan sebuah pemerintah
tertentu. Ketakutan bahwa kondisi lain dapat menjadi lebih parah atau
ketiadaan alternatif nyata dapat mendorong beberapa pihak untuk
menganggap sebuah situasi tertentu layak distabilkan. Sebuah ekuilibrium
tertentu juga bisa hanya sesuai untuk keadaan tertentu yang belum tentu
bertahan lama. Agar sebuah sistem dapat benar-benar menjadi stabil,

sistem tersebut membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan

13 Ibid.
18 Ibid.

7 Waltz, K.N. (1964). The Stability of a Bipolar World. Daedalus, 93(3) hal. 881
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bergerak ke posisi ekuilibrium yang baru sesuai dengan tuntutan
keadaan.!®

Robert Ayson berpendapat bahwa suatu transformasi total dan
kehilangan daya tahan sebuah subkomponen bisa menjadi kepentingan
stabilitas keseluruhan sebuah sistem. Beliau berpendapat bahwa stabilitas
hubungan antar negara Asia-Pasifik bergantung kepada ketahanan sebuah
distribusi kekuatan tertentu seperti dalam keseimbangan antara Amerika
Serikat dan Tiongkok. Namun, beliau juga berpendapat bahwa lebih sesuai
untuk fokus kepada ultrastabilitas: yakni kemampuan sebuah sistem untuk
bergerak dari sebuah distribusi tertentu ke distribusi baru yang juga

memungkinkan sebuah pola perilaku yang stabil.*®

Kedua faktor diatas juga menghubungkan stabilitas dengan faktor
penting hubungan antar-negara yakni keberadaan dan daya tahan
kerjasama dalam berbagai bentuknya. Robert Ayson juga menjelaskan
bahwa terdapat lima jenis stabilitas yang harus diselidiki saat membahas

Isu-isu stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Mereka adalah:
1. Penghindaran Perang Besar

2. Distribusi Kekuatan yang Stabil

3. Stabilitas Norma dan Institusi

4. Stabilitas Politik Domestik

5. Stabilitas Ekonomi dan Finansial.

18 Ayson, R. (2005). Regional Stability in the Asia-Pacific: Towards a Conceptual
Understanding. Asian Security, 1(2). 190-213. DOI: 10.1080/14799850490961080. Hal. 193
9 1bid.
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2.2.2. Teori Dampak Kebijakan Publik (Public Policy Impact)

Thomas R. Dye berpendapat bahwa dampak kebijakan
merupakan keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan
dalam kondisi kehidupan nyata. ?° Menurut Thomas R. Dye,
terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam
evaluasi dampak sebuah kebijakan, yakni :

1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target.

2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi
atau kelompok target.

3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang

akan datang.

4. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber daya yang

digunakan dalam pelaksanaan program kebijakan.

5. Biaya tidak langsung kebijakan, termasuk hilangnya kesempatan untuk

melakukan kebijakan yang lainnya.

Thomas R. Dye menyatakan bahwa dampak kebijakan tidak sama dengan
output kebijakan. Dalam mengukur dampak kebijakan, mengukur output
aktivitas pemerintah semata seperti dana yang dikeluarkan tidak cukup
untuk dapat mengukur dampak suatu kebijakan. Untuk bisa mengukur
dampak suatu kebijakan, aktor pengukur harus dapat mengidentifikasi
perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan
dengan aktivitas pemerintah tersebut.?!

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kelompok target merupakan bagian
dari suatu populasi yang menjadi target suatu program. Kelompok target
harus diidentifikasi dan dan efek program yang diinginkan terjadi kepada

anggota kelompok ini harus ditetapkan.Thomas R. Dye menambahkan

20R. Dye, T. (2017). Undertanding Public Policy Fifteenth Edition. Pearson

2 Ibid.
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bahwa semua program dan kebijakan mememiliki efek yang berbeda
pada berbagai segmen populasi. Mengidentifikasi kelompok non-target
yang penting untuk sebuah kebijakan merupakan proses yang sulit. Efek

non-target dapat diekspresikan sebagai manfaat dan biaya.??

Thomas R. Dye menekankan bahwa aktor pengukur dampak suatu
kebijakan harus mengetahui efek-efek jangka pendek dan panjang dari
suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan terdapat kebijakan yang memiliki
efek jangka pendek yang positif namun gagal untuk memunculkan suatu
perubahan dalam masyarakat dan kebijakan yang mengalami kesulitan di
awal penerapannya yang kemudian mengalami peningkatan penerimaan
kebijakan tersebut dalam masyarakat setelah waktu yang lama. Thomas R.
Dye berpendapat bahwa tugas menghitung dampak bersih dari suatu
kebijakan publik merupakan tugas yang berat. Hal ini dikarenakan dampak
bersih tersebut merupakan semua manfaat, baik langsung maupun tidak
langsung, dikurangi semua biaya, kini dan di masa depan. Hal tersebut
dinilai belaiau sebagai hal yang sulit dilakukan.?

2.3. Kerangka Pemikiran

Keberadaan klaim Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok
yang bertentangan dengan UNCLOS dan kebijakan Republik Rakyat
Tiongkok untuk menegakkan klaim tersebut telah meningkatkan
ketegangan dalam hubungan antar negara pengklaim Laut Tiongkok
Selatan. Ketegangan tersebut menyebabkan kemunculan sebuah dinamika
hubungan baru di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang mengganggu
stabilitas kawasan tersebut. Sehingga klaim Nine-Dash Line memiliki
dampak terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Kerangka
pemikiran bertujuan untuk menjelaskan alur peneliti dalam menjelaskan
dan menjawab pertanyaan penelitian terkait dampak kebijakan Republik

Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim Nine-Dash Line di Laut

2 |bjd.
3 Ibid.
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Tiongkok Selatan terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan

dalam periode 2013-2020. Berikut merupakan bagan untuk memahami

kerangka pemikiran tersebut:

Kebijakan RRT untuk menegakkan klaim Nine-
Dash Line yang bertentangan dengan UNCLOS

v

Kebijakan RRT meningkatkan ketegangan yang
mengganggu stabilitas di kawasan Laut Tiongkok
Selatan

v

Dampak kebijakan penegakan klaim Nine-Dash
Line terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok
Selatan periode 2013-2020:

}

v

v

v

'

v

Distribusi
Kekuatan
yang
Stabil

Penghindaran
Perang
Besar

Stabilitas
Norma
dan
Institusi

Stabilitas
Politik
Domestik

Stabilitas
Ekonomi
dan

Finansial.

v

Deskripsi dan analisis dampak kebijakan
penegakan klaim Nine-Dash Line terhadap

Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan periode
2013-2020

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



BAB IlI
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian yang
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan
salah satu jenis pendekatan penelitian yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi
dan memahami suatu hal yang dianggap oleh sejumlah individu ataupun
sekelompok orang sebagai suatu masalah sosial atau kemanusiaan.?* Penelitian
kualitatif biasanya menggunakan perspektif penelitian yang bersifat induktif,
berfokus pada makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu
persoalan. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis dampak penegakan
klaim Nine-Dash Line Terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan
Dalam Periode 2013-2020.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisa
dampak penegakan klaim Nine-Dash Line terhadap stabilitas kawasan Laut
Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020. Objek utama dari penelitian ini
adalah negara-negara yang memiliki klaim di Laut Tiongkok Selatan dalam
jangka waktu tahun 2013-2020. Tahun 2013-2020 dipilih sebagai tahun periode

fokus penelitian disebabkan oleh eskalasi ketegasan kebijakan Republik Rakyat

24 Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan
Campuran. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 4.
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Tiongkok dalam penegakan klaim Nine-Dash Line saat dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelum 2013.

Penelitian ini fokus kepada dampak dari kebijakan penegakan klaim
Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan terhadap stabilitas kawasan
Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020, disaat intensitas kebijakan
penegakan klaim tersebut meningkat, terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok
Selatan. Penelitian ini menggunakan konsep Stabilitas Kawasan dan teori Dampak
Kebijakan Publik untuk menjelaskan dampak klaim Nine-Dash Line terhadap
stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020. Metrik
pengukuran dampak klaim Nine-Dash Line terhadap stabilitas kawasan Laut
Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020 yang akan digunakan adalah sebagai
berikut:

1. Penghindaran Perang Besar

Penghindaran perang besar adalah posisi bawaan untuk stabilitas
kawasan Asia-Pasifik dan Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dikarenakan
kawasan Asia-Pasifik dan Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan
yang memiliki konsentrasi berat kekuatan militer yang disertai
persenjataan nuklir, sengketa wilayah yang belum diselesaikan,
ketegangan atas dasar sejarah, penyebaran senjata pemusnah massal yang
menjadi  sumber  ketidakstabilan kawasan ini. 2° Keberhasilan
kawasan Laut Tiongkok Selatan untuk menghindari perang besar antar

negara akan berdampak kepada stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan.
2. Distribusi Kekuatan yang Stabil

Distribusi Kekuatan yang Stabil adalah sebuah hal yang  penting
untuk kestabilan sebuah kawasan. Distribusi kekuatan yang stabil akan
memunculkan sebuah situasi dimana satu negara tidak dapat
mendominasi suatu kawasan dan mendeklarasikan perang kepada negara

lain. Kawasan Asia Pasifik saat ini relatif stabil dengan keberadaan

25 United States Department of Defense. (1998). “ The United States Security Strategy for the East
Asia-Pacific Region”. Hal. 62.
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Amerika Serikat sebagai penyeimbang Republik Rakyat Tiongkok, namun
kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok dapat menyebabkan perubahan

dalam distribusi kekuatan di kawasan Laut Tiongkok Selatan.
3. Stabilitas Norma dan Institusi

Stabilitas Norma dan Institusi mengacu kepada Kkestabilan
hubungan negara-negara besar yang sebagian berasal dari tingkat
keterlibatan di antara mereka dalam sistem yang tidak terlihat seperti
anarki dan lebih seperti masyarakat negara yang dicetuskan Hedley
Bull.?® Institusi dapat meliputi praktek-praktek formal atau tidak formal
yang  mempertemukan  ekspektasi-ekspektasi  negara.  Melalui
penyediaan cara-cara untuk mengkoordinasikan perilaku dan ekpektasi
di suatu kawasan, organisasi tersebut meningkatkan prospek kerjasama
antar negara. Dalam mencerminkan suatu nilai-nilai umum, institusi dan

norma tersebut dapat menunjukkan legitimasi ke praktek antara negara.
4. Stabilitas Politik Domestik

Stabilitas Politik Domestik negara-negara yang berada di dalam
suatu kawasan merupakan hal yang penting untuk stabilitas kawasan
tersebut.  Ketidakstabilan  politik domestik dapat memunculkan
guncangan terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. Sesuai dengan
masukan Young (1989), ketidakstabilan politik dapat terletak di tiga
tingkat yakni:

a. Ketidakstabilan bangsa secara keseluruhan.
b. Ketidakstabilan di tingkat rezim.

c. Ketidakstabilan di tingkat pemerintahan atau kelompok yang

memerintah.?’

% Ayson, R. (2005). Regional Stability in the Asia-Pacific: Towards a Conceptual
Understanding. Asian Security, 1(2). 190-213. DOI: 10.1080/14799850490961080. Hal. 198

2" Young, T. (1989). “The State and Instability in Southern Africa” di Caroline Thomas and
Paikiasothy Saravanamuttu, eds., The State and Instability in the South . Basingstoke: Macmillan.
Hal. 112-113.
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5. Stabilitas Ekonomi dan Finansial

Stabilitas Ekonomi dan Finansial merupakan bagian penting dari
stabilitas kawasan Asia-Pasifik dan Laut Tiongkok Selatan. Sebagai
kawasan dengan negara-negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia,
pertumbuhan ekonomi dan sektor finansial dapat menjadi pendukung
stabilitas kawasan. Hal tersebut dapat dicapai melalui interdependensi
ekonomi yang meningkatkan biaya yang harus dibayar suatu negara
apabila negara tersebut mendeklarasikan perang.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk membantu mencari data yang dibutuhkan,
penulis melakukan penelitian dengan berbagai sumber-sumber data yang terkait
dengan masalah. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu jenis data
yang diperoleh dari hasil olahan penelitian sebelumnya. Sumber data penelitian
ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti perjanjian, deklarasi dan
sejenisnya yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian luar negeri yaitu
Republik Rakyat Tiongkok, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Adapun sumber-sumber data penelitian ini meliputi Ministry of Foreign Affairs of
the People’s Republic of China (https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/), Ministry of
Foreign Affairs of Brunei Darussalam (http://www.mfa.gov.bn/), Ministry of
Foreign Affairs of Malaysia (https://www.kIn.gov.my/), Department of Foreign
Affairs of the Republic of the Philippines (https://dfa.gov.ph/), Ministry of Foreign
Affairs of Vietham (https://www.mofa.gov.vn/en) dan lain-lain. Data yang
diperoleh tersebut digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak
penegakan klaim Nine-Dash Line Terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok
Selatan Dalam Periode 2013-2020.


https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
http://www.mfa.gov.bn/
https://www.kln.gov.my/
https://dfa.gov.ph/
https://www.mofa.gov.vn/en
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3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi usaha-usaha untuk membatasi
penelitian, mengumpulkan observasi dan wawancara secara terstruktur maupun
tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk
mencatat informasi?. Penelitian ini menggunakan metode purposefully select data
yang diteliti untuk meminimalisir adanya data yang tidak relevan dengan topik
penelitian. Penelitian ini terlebih dahulu telah menentukan lokasi penelitian
(Bandar Lampung), aktor (Aktor tingkat negara yakni Republik Rakyat Tiongkok,
Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam) dan peristiwa (perselisihan
penegakan klaim wilayah). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari
dokumen-dokumen kualitatif (qualitative document) yang berupa dokumen publik
yang dipublikasikan oleh Republik Rakyat Tiongkok, Brunei Darussalam,
Malaysia, Filipina, dan Vietnam di website resmi masing-masing serta artikel dan
laporan media massa untuk menambah data yang diperlukan.

3.5. Teknik Analisis Data

Sebuah penelitian memerlukan sebuah sistem analisis data agar proses
penelitian dalam berjalan secara baik untuk mencegah terjadinya sebuah
kesalahan. Metodologi penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif-Kualitatif,
yakni dengan mendeskripsikan dampak kebijakan penegakan klaim Nine-Dash
Line Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan pada periode
2013-2020. Data kualitatif digunakan untuk mendukung, validasi dan menjelaskan
data yang dikumpulkan dari pengaturan yang sama. Penelitian ini menggunakan
metode analisis data yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael
Huberman dan Johnny Saldana®® yakni:

28 Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan
Campuran. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 253.

29 Miles, Matthew B & Michael Huberman dan Jhonny Saldana. (2014). Qualitative Data
Analysis: Edition 3. London: SAGE Publications.
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a. Kondensasi Data

Aktivitas ini merujuk pada proses memilih, memfokuskan,
menyederhanakan, mengabstraksi, dan/atau mentransformasi data yang
muncul dalam bentuk korpus penuh dari catatan lapangan tertulis,
transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Penulis
memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan data yang
didapat dari catatan tertulis dari lapangan, dokumen dan material-
material empiris lainnya. Data tersebut kemudian di analisa untuk
dipertajam, dipilah, difokuskan, dan diatur hingga kesimpulan akhir dapat

dibentuk dan diverifikasi.
b. Penyajian Data

Aktivitas ini merujuk pada proses mengorganisir dan mengompres
kumpulan informasi yang memungkinkan dalam penarikan kesimpulan.
Penulis menyajikan data untuk membantu penulis lebih mudah
memahami permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, melihat apa
yang terjadi dan menarik kesimpulan. Hal dilakukan melalui pembuatan
kumpulan informasi yang terorganisir dan padat yang membantu penulis
menarik kesimpulan dan tindakan. Data yang ditampilkan berupa gambar
dan tabel yang menginterpretasikan gambaran dampak kebijakan
penegakan klaim Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok di kawasan
Laut Tiongkok Selatan pada periode 2013-2020 secara sederhana dan jelas.

c. Penarikan Kesimpulan

Aktivitas ini merujuk pada proses penggambaran dan verifikasi
kesimpulan. Penulis memaparkan temuan dari data yang telah
dikondensasikan dan tersaji sebelumnya kemudian menarik kesimpulan

dari data tersebut sebagai hasil temuan dari penelitian ini.



BAB V
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan
penegakan klaim Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Laut
Tiongkok Selatan memiliki beberapa dampak terhadap stabilitas di kawasan Laut
Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020. Dampak tersebut diketahui adalah

sebagai berikut:

a. Kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim Nine-
Dash Line mereka di kawasan Laut Tiongkok Selatan tidak memiliki
dampak yang relatif kuat yang dapat menyebabkan pecahnya perang besar
di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dikarenakan negara-negara
pengklaim Laut Tiongkok Selatan yang lain yakni Malaysia, Indonesia,
Filipina dan Vietnam memiliki pengalaman dan juga Kkelihaian
berdiplomasi yang cukup untuk dapat menghadapi tindakan agresif dari
Republik Rakyat Tiongkok tanpa memicu pecahnya sebuah perang yang

besar.

b. Kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim Nine-
Dash Line mereka di kawasan Laut Tiongkok Selatan memiliki dampak
yang relatif cukup signifikan dalam menciptakan  sebuah  distribusi
kekuatan yang cukup stabil. Hal ini dikarenakan kebijakan Republik
Rakyat Tiongkok tersebut memicu kekhawatiran dan respon dari negara-
negara rivalnya seperti Amerika Serikat yang tidak ingin Republik Rakyat
Tiongkok memiliki pengaruh yang lebih kuat di kawasan Laut Tiongkok
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Selatan. Amerika Serikat yang memiliki kepentingan untuk memastikan
klaim Nine-Dash Line tidak menjadi kenyataan menjadi salah satu sekutu
dan penjamin keamanan Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Malaysia
dan Vietnam dari tindakan agresif Republik Rakyat Tiongkok yang dapat
menggunakan kekuatan mereka yang jauh lebih besar dari negara-negara
tersebut untuk menjamin negara hegemon di kawasan Laut Tiongkok

Selatan.

c. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk tidak mengikuti UNCLOS
di Laut Tiongkok Selatan melalui klaim Nine-Dash Line telah
menimbulkan gejolak dan ketegangan pada hubungan negara-negara
pengklaim di Laut Tiongkok Selatan. Semua negara pengklaim di Laut
Tiongkok Selatan kecuali Republik Rakyat Tiongkok mendasarkan klaim
teritorial mereka pada UNCLOS. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok
untuk tidak mengikuti seluruh ketentuan UNCLOS sebagai norma dan
institusi kelautan di kawasan Laut Tiongkok Selatan telah menyebabkan
munculnya ketegangan dan konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan.
Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim Nine-
Dash Line mereka memiliki dampak yang relatif sangat kuat yang
mengguncang stabilitas norma dan institusi di kawasan Laut Tiongkok
Selatan. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk tidak mengikuti
hasil keputusan Mahkamah Arbitrase Antarbangsa mengenai sengketa
wilayah Tiongkok dengan Filipina semakin mengganggu stabilitas norma

dan institusi di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

d. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim Nine-
Dash Line mereka di kawasan Laut Tiongkok Selatan relatif tidak
memiliki dampak terhadap stabilitas politik domestik negara-negara yang

terlibat di dalam sengketa wilayah di kawasan tersebut.

e. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim Nine-
Dash Line mereka di kawasan Laut Tiongkok Selatan relatif tidak
memiliki dampak terhadap stabilitas ekonomi dan finansial di kawasan

tersebut. Hubungan ekonomi antara Republik Rakyat Tiongkok dan
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negara-negara pengklaim lainnya terus menguat meskipun ketegangan
muncul di kawasan tersebut sebagai akibat dari kebijakan Republik Rakyat
Tiongkok.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kelima sub-variabel
tersebut merupakan metrik-metrik yang digunakan oleh penulis untuk membantu
menganalisis dampak kebijakan penegakan klaim Nine-Dash Line oleh Republik
Rakyat Tiongkok terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam
periode 2013-2020. Kelima sub-variabel, yakni penghindaran perang besar,
distribusi kekuatan yang stabil, stabilitas norma dan institusi, stabilitas politik
domestik dan stabilitas ekonomi dan finansial tersebut berhasil membantu penulis
menemukan, mendeskripsikan dan menganalisis dampak kebijakan penegakan
klaim Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok terhadap stabilitas kawasan
Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020. Kebijakan penegakan klaim
Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok berdampak cukup signifikan terhadap
distribusi kekuatan yang stabil dan stabilitas norma dan institusi di kawasan Laut
Tiongkok Selatan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan
negara-negara pengklaim lainnya untuk meningkatkan usaha untuk menyelesaikan
penyusunan Code of Conduct in the South China Sea dengan Republik Rakyat
Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok merupakan sebuah negara kuat dengan
ambisi memperluas pengaruh mereka di dunia internasional sehingga negara-
negara pengklaim lainnya harus dapat menyesuaikan diplomasi mereka terhadap
Republik Rakyat Tiongkok. Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Malaysia,
dan Vietnam harus bisa menegakkan dan berpegang teguh kepada norma dan
hukum internasional serta menjalin kerjasama dengan negara-negara saingan

Republik Rakyat Tiongkok seperti Amerika Serikat dan Jepang dan pada saat
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yang sama mengakomodasi kepentingan Republik Rakyat Tiongkok sebagai
sebuah rising power di kawasan Laut Tiongkok Selatan.
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